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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI KERJA PRAKTEK
2.1   
Sejarah singkat PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung. 

  
PT. Industri Telekomunikasi adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang  berada di bawah Pengelola Industri Telekomunikasi Strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi. PT. INTI (Persero) merupakan salah satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan yang kemudian berkembang sebagai perusahaan telekomunikasi.

Sejak berdirinya hingga sekarang, PT. INTI (Persero) mengalami banyak perubahan selama perkembangannya. Untuk dapat mengetahui perubahan seiring dengan tahapan perkembangan yang lebih jelas, berikut ini diuraikan tahapan perkembangan PT. INTI (Persero) sebagai berikut:

Pada tahun 1926 didirikan laboratorium Pos, telepon dan telegrap (PTT) di Tegalega ( sekarang menjadi Jalan Moch.Toha No.77 Bandung), laboratorium ini merupakan bagian terpenting dari pertelekomunikasian di Indonesia. 

Setelah perang dunia kedua selesai, laboratorium tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi laboratorium telekomunikasi yang mencakup bidang telekomunikasi yaitu telepon, radio, telegram dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan pemerintah N0.240 tahun 1961, Jawatan Pos, Telepon dan Telegrap (PTT) diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Dari PN POSTEL ini, dengan PP No.300 Tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi. Bagian Penelitian dan Bagian Perlengkapan yang semula terdapat pada PN POSTEL digabungkan dan berganti nama menjadi lembaga Administrasi, Bagian Penelitian dan Bagian Produksi.

Pada tanggal 25 Mei 1966 PN Telekomunikasi bekerja sama dengan perusahaan asing yaitu Siemens AG (Perusahaan Jerman Barat), yang pelaksanaannya dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telegraph (LPP POSTEL). Dalam melaksanakan kerja sama tersebut, pada tanggal 17 Februari 1968 dibentuk suatu bagian pabrik telepon, yang tugasnya memproduksi alat-alat telekomunikasi. Dalam organisasi LPP POSTEL harus ada “ industri” dan selanjutnya LPP POSTEL berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pos dan Telekomunikasi (LPPI POSTEL).

Pada tanggal 22 Juni 1968, industri yang berpangkal pad pabrik telepon diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakilkan pada Menteri Ekuin yang pada waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tanggal 1 sampai 3 Oktober 1970, diadakan rapat kerja sama Pos dan Telekomunikasi di Jakarta yang menghasilkan keputusan bahwa LPP POSTEL diberikan waktu kurang lebih empat tahun untuk mempersiapkan diri agar dapat berdiri sendiri dalam bidang keuangan, kepegawaian, dan peralatan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan terutama pada bidang penelitian dan bidang industri, maka pada tahun 1971 dilakukan pemisahan tugas pokoK sebagai berikut:

1. Lembaga Penelitian dan pengembangan yang memiliki tugas pokok dalam bidang pengujian, penelitian serta pengembangan sarana pos dan telekomunikasi baik dari segi teknologi maupun segi operasional.

2. Lembaga Industri, merupakan badan hukum uang berdiri sendiri dan mempunyai tugas utama memperoduksi sarana alat-alat telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan nasional pada saat ini dan dinas yang akan datang. Tahun 1972 Lembaga Industri ini dikembangkan menjadi Proyek Industri Telekomunikasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KM.32/R/Phb/73 tertanggal 8 Maret 1973, menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam tubuh LLPI POSTEL, diresmikan bagian Industri Telekomunikasi Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 25 juni 1968 di Bandung.

2. Untuk keperluan di atas ditetapkan bentuk usaha dan bentuk hukum yang sebaik-baiknya yang mendapatkan fasilitas yang cukup dalam lingkungan lembaga penelitian serta industri pos dan telekomunikasi (LLPI POSTEL DITJEND POSTEL).

3. Tahun 1972, struktur organisasi formal LLPI POSTEL diubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL (LPP POSTEL).

Oleh karena itu dianggap tepat apabila Industri tersebut ditetapkan sebagai proyek Industri Telekomunikasi yang kemudian dipimpin oleh Kepala LPP POSTEL Ir. M Yunus sebagai Direktur utama PT. INTI (persero).

Dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1974 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Industri Telekomunikasi, maka proyek Industri Telekomunikasi di Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksanaan kegiatan produksi alat-alat perangkat telekomunikasi dalam usaha meningkakan telekomunikasi.

Untuk dapat memperlancar kegiatan produk tersebut dan berkembang secara wajar dengan kemampuan sendiri, maka dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969, maka penyertaan modal negara pendiri suatu Perusahaan Perseroan diatur dengan peraturan negara.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia No.Kep.1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974, Akte Notaris Abdul Latif, Jakarta No.322 tertanggal 30 Desember 1974, Proyek Industri Telekomunikasi ini diubah status hukumnya menjadi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT. INTI (Persero) dengan modal dasar perseroan sebesar Rp 3,2 Milyar dan modal perusahaan sebesar Rp 1,6 Milyar serta modal yang disetorkan sebesar Rp 900 juta.

Untuk pembangunan Telekomunikasi Indonesia di masa depan, PT. INTI (Persero) telah menyusun tahap-tahap pembangunan dalam menghadapi perubahan dari teknlogi analog ke teknologi digital.

Sehingga mulai tahun 1980, periode pembangunan telah disusun dengan strategi sebagai berikut:

a. Periode Tahun 1979-1990

Periode 1980- 1985 merupakan konsolidasi, dimana dalam kondisi ini dilakukan beberapa tahap persaingan dan perjanjian dari pembangunan selama dasawarsa periode 1970-1979.

Pada periode 1985-1990 merupakan periode pengenalan teknologi baru, model-model telekomunikasi yang telah direncanakan sebelumnya dicoba. Jaringan dasar baik switching maupun yang lainnya, yang merupakan bagian terpenting dari saat itu berada di bawah Departemen Pariwisata Pos dan telekomunikasi diserahterimakan kepada Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS).

b. 
Periode tahun 1990- sekarang

Periode ini merupakan periode pemantapan dimana diharapkan parameter pembangunan sudah tampak, sehingga bentuk jaringan telekomunikasi dapat disusun secara mantap. Pembangunan industri telekomunikasi nasional diharapkan telah mencapai tahap pemantapan, sehingga pembangunan telekomunikasi nasional praktis telah dapat didukung sepenuhnya.

2.2
Struktur Organisasi 

2.2.1    Struktur Organisasi PT. INTI (Persero)

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian-bagian manajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukkan tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen perusahaan.

Penerapan struktur organisasi di lingkungan PT. INTI (Persero) berbentuk garis (lini) dan staf, dimana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. secara umum struktur organisai PT. INTI (Persero) terdiri dari tiga bagian utama yaitu : Direksi, Divisi, dan Strategis Business Unit (SBU).

A.  
Direksi

Direksi adalah suatu dewan yang memimpin seluruh usaha korporasi dan

menjalankan misi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan kinerja usaha yang menguntungkan, kepuasan pelanggan yang maksimal, serta tingkat pencapaian kinerja usaha setiap tahap perkembangan.

Dewan Direksi terdiri dari:

1.
Direktur Utama

2. Direktur Pemasaran

3. Direktur Operasi dan Teknik

4. Direktur Administrasi & Keuangan

B. 
Divisi 

Pembentukan divisi ditunjukan untuk mendukung kelancaran kegiatan

bisnis SBU dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategis sesuai dengan fungsinya yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan operasional pada unit kerja lain. 

C.
Strategic Business Unit (SBU)

Pembentukkan SBU ditujukan untuk meningkatkan kontribusi usaha pada

perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai misi, tujuan, dan anggaran dasar perusahaan. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi PT. INTI (Persero) dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :












 






Sumber : PT INTI, 2006

GAMBAR 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. INTI (Persero) BANDUNG

2.2.2
Struktur Organisasi Divisi Jasa Integrasi Teknologi PT. INTI  (Persero) Bandung, 

 
Susunan Organisasi Divisi Jaringan Integrasi Teknologi PT. INTI 

(Persero) diantaranya adalah sebagai berikut :

1.   Kepala Divisi Jasa Integrasi Teknologi (JIT)

2.   Deputi Kepala Divisi Jasa Teknologi (JIT)

3.   Manajer.Pemasaran, yang membawahi :

a.   Asman Adm. PenjualanAsman Penjualan

b.    Pokli Acc. Manajer

c.   Pokli Ahli Pemesaran

4.   Manajer System Engineering, yang membawahi :

a.   Asman Adm. System Engineering

b.   Asman Technical Support

c.   Asman Production Support

d.   Pokli Acc. Manager

e.   Pokli System Engineering

5.   Manajer Operasi dan MP, yang membawahi :

a.   Asman Administrasi Operasi

b.   Asman Impl. Proyek & Maint.

c.   Asman Man. Proyek & Renlog.

d.   Pokli MP

6.   Manajer Logistik, yang membawahi :

a.   Asman Pengadaan

b.   Asman Gudang & Distribusi

c.   Pokli Sisfo

d.   Pokli QM. System

7.   Manajer Produksi & Purna Jual, yang membawahi :

a.   Asman Adm. Prod

b.   Asman Repair & Produksi

            c.   Pokli Purna Jual

            d.   Pokli O & M Support

8.   Manajer Administrasi dan Keuangan, yang membawahi :

a.   Asman Umum & SDM

b.   Asman Bendragih (Bendahara dan Penagihan)

c.   Asman Akuntansi & anggaran

d.   Pokli Administrasi Keuangan 

Untuk lebih jelasnya struktur Organisasi PT. INTI (Persero) Divisi JIT (Jaringan Integrasi Teknologi) dan struktur Organisasi Bagian Administrasi dan Keuangan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 di bawah ini :













































 






































































































































































































































































































































































































 














































Sumber : PT. INTI, 2006

GAMBAR 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI JASA INTEGRASI TEKNOLOGI (JIT) PT. INTI (Persero)

 










Sumber : PT INTI,(Perseo),Divisi JIT Tahun 2006 

GAMBAR 2.3 

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 

DIVISI JASA INTEGRASI TEKNOLOGI (JIT)
2.3
Deskripsi Jabatan   
  

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian-bagian

manajemen yang tersusun dari kesatuan hubungan  menunjukan tingkat fungsi tugas,  wewenang dan tangguung jawab dalam manajemen perusahaan.

Karena banyaknya struktur Organisasi di PT. INTI ( Persero ) maka penulis hanya menguraikan bagian-bagian yang berhubungan dengan Kerja Praktek yang penulis lakukan yaitu di Divisi JIT PT INTI ( Persero ) Bandung Sub Bagian Administrasi dan Keuangan. 

1. Kepala Divisi JIT

Ka. Divisi JIT merupakan Jabatan tertinggi dalam bidang Pelayanan & Jasa, yang bertugas untuk memimpin dan mengelola kegiatan di Divisi JIT, yang meliputi Bidang Pemasaran, System Engineering, Operasi dan MP, Logistik, Produksi dan Purna Jual, serta Administrasi dan Keuangan untuk mencapai sasaran bisnis perusahaan.

2. Deputy Kepala Divisi JIT

Deputy Ka. Divisi JIT bertugas untuk membantu Ka. Divisi JIT dalam memimpin dan mengelola kegiatan di Divisi JIT di bidang Pemasaran, System Engineering, Operasi dan MP, Logistik, Produksi dan Purna Jual, serta Administrasi dan Keuangan khususnya untuk kegiatan ke dalam, guna mencapai sasaran Divisi JIT. 

3. Manager Administrasi dan Keuangan 

a.
Ikhtisar Jabatan 

Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan Bidang Administrasi & Keuangan yang meliputi Umum dan SDM,

Bendahara, Penagihan, Akuntansi dan Anggaran, Quality Assurance dan Sistem Informasi

b.
Rincian Tugas

1.
Merencanakan, mengorganisasikan serta mengendalikan kegiatan    Administrasi dan Umum & SDM, Bendahara & Penagihan, Akuntansi dan Anggaran, Quality Assurance dan Sistem Informasi yang berlaku di perusahaan.

2.  
Melaporkan kemajuan kegiatan bidang Administrasi & Keuangan serta memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah Administrasi & Keuangan kepada Ka. Divisi.

3.
Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan, program, anggaran biaya, dan investasi unitnya.

4.   
Membina dan mengembangkan kompetensi karyawan di unitnya.

5. 
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan  langsung

c.
Tanggung jawab

1. 
Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di unitnya dan pencapaian kinerja di unitnya. 

2. 
Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM di unitnya.

3. 
Bertanggung jawab atas penerbitan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Administrasi & Keuangan kepada Kepala Divisi.

d.
Wewenang

1. 
Mengalokasikan sumber daya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Administrasi & Keuangan.

2.
Menandatangani dokumen-dokumen kegiatan operasional Administrasi & Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. 
Memberikan penghargaan & hukuman dan mengusulkan promosi, mutasi, terhadap karyawan di unitnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.
Ass. Manager Bendahara & Penagihan

a.
Ikhtisar Jabatan

Merencanakan, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bendahara & Penagihan.

b.
Uraian Tugas

1. 
Menyusun rencana, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bendahara & Penagihan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan, yang meliputi :

a.
Pengurusan penerbitan Jaminan Uang Muka/ Pelaksanaan/  pemeliharaan/ Custom Bond ke pihak perbankan atau asuransiyang ditunjuk perusahaan.

b. Pembukuan Letter of Credit ( L/C ) ke pihak perbankan yang ditunjuk perusahaan.

c.
Pembayaran tagihan ke pemasok Dalam Negeri & Luar Negeri sesuai jadwal pembayaran serta pembayaran biaya untuk keperluan operasional Divisi.

d.
Penagihan ke pelanggan

e. Rekonsiliasi Kas/ Bank Divisi

f. Penyusunan Realisasi dan Anggaran Kas/Bank Divisi

g. Pengurusan Droping Dana dari Korporasi

2. 
Melaporkan kemajuan hasil kegiatannya serta memberikan usulan alternatif penyelesaian masalah di bidang Bendahara & Penagihan kepada Manager Administrasi & Keuangan.

3.  
Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan, program kerja,

anggaran biaya dan investasi unitnya.

4.
Membina dan mengembangkan kompetensi karyawan di unitnya.

5.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan    langsung.

c.
Tanggung Jawab

1.
Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di unitnya dan pencapaian  kinerja di unitnya. 

2.       Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM di unitnya.   

3.
Bertanggung jawab atas penerbitan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Bendahara & Penagihan kepada Manager Administrasi & Keuangan.

d. 
Wewenang

1.
Mengalokasikan sumber daya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bendahara & Penagihan.

2. Menandatangani dokumen-dokumen kegiatan operasional Bendahara & Penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan penghargaan & hukuman dan mengusulkan promosi,   mutasi, terhadap karyawan di unitnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 
Aspek Kegiatan Perusahaan


 Dalam tahun 2006-2008 PT INTI (Persero) menangani penjualan produk dan jasa untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang usaha,yaitu:

1.
Jaringan Telekomunikasi Tetap (JTT)

2.
Jaringan Telekomunikasi Selular (JTS)              

3. Jasa Integrasi Teknologi (JIT)

4. Jaringan Teknologi Privat (JTP)

       
Dalam masa 3 tahun mendatang dimana tekanan persaingan global semakin kuat,PT INTI (Persero) akan lebih memfokuskan pada kompetensi bidang jasa engineering nya dengan produk perangkat keras yang di-out source ke Vendor global yang kompetitif. Jasa engineering yang akan ditekuni oleh PT INTI (Persero) meliputi:

1. 
Sistem Infokom:

a. Manajemen Jaringan

b. Pengembangan Piranti Lumak dan Piranti Keras  

c. Optimalisasi Jaringan

d. Solusi Teknologi Informasi

2.
Integrasi Teknologi

a. Manajemen Proyek Pembangunan

b. Disain Jaringan (Tetap dan Nirkabe;)

c. Integrasi Logistik Berbasis Pengetahuan

d. Integrasi Sistem Komunikasi

e. Penyedia Jasa Aplikasi

         
Selain itu sesuai dengan kebutuhan pengguna PT. INTI (Persero) juga menyiapkan diri untuk menjadi Penyedia Solusi Total Infokom termasuk nencarikan penyelesaian permasalahan pendanaan yang dihadapi konsumen.   
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